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Kemajuan dan keberhasilan yang tetah kita

capai ini merupakan rahmat Allah yang Maha
Kuasa, serta buah karya dan hasir kerja keras kita
bersama.

Di penghujung pendapat akhir ini, saya ingin
mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat
Allah SWT, karena sejak proses perencanaan,
pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban APBD
Tahun Anggara n 2o1g dapat terraksana dengan baik
dan Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan
opini wajar Tanpa pengecualian (wrp) dari BpK Rl
untuk kedua kalinya. Tentunya kita berharap, dan
bertekad, agar setiap tahun kita selalu
mendapatkan Opini WTp tersebut.

Demikian pendapat Akhir atas hasil
pembahasan Rancangan peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Rembang tahun Anggara n 2019, yang
telah kita setujui bersama untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.
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Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan
kepada kita dalam membangun Kabupaten
Rembang yang Sejahtera.
Sekian, terima kasih
Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG

& H. ABDUL HAFlDz. S.Pd.t I



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAI{II-/\N RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REIVIBANG

NOMOR: S TALIUN2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEN ETAPAN RAN CANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN R.AfIffAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (lh:huruf d Undang-Undang
Nomor 23 Tahun zAM tentang i:irPemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberaph kaH terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 20ls tentang pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun dan
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Pendapatan Daerah, rancangan peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah,
dan raneangan Per'tanggungiawaban P.elaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Derri,an Perwakilan
Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan
Persetujuan De'*,an Penvakilan Rakyat Daei.ah yang ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Daiam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

2" undang-undang Nornor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
i,[egar:a;



undang-undang Nomor 1 Tahun 2aa4 tentang perbendaharan
Nggqra;

undang-undang Nomor ls rahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengeiolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

undang-undang Nomor zs Tahun 2oo4 tentang sisternPerencanaan Pembangunan Jtilsional;

6- rjnda,g-undang Nornor 33 Tahun zao4 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemeri,tahan Daerah;

7. u'dang-undang Nomor 23 Tahun zor4 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9Tahun 201s tentang perubahan Kedua Atas undang-Undang
Nomor 23 Tahun zor4 tentang pemerintahzur Daerah;

B. undang-undang Nomor 12 'i'ahun aOl1 sebagaimana tetah
diubah dengan undang-undang Nomor l s rahun 2olg tentang
Perubahan Atas undang-u,dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturan peryndang;Undanga4;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2ar4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan penaturan pemerintah Irlomor zl rahun
2oo7 tentang perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah
Nomor 24 Tahun 2aa4 terntang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rafuat
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2aLT tentang pem.binaan
dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah;

I 1. Peraturan pemerintah Norrro. 1g Tahun ACIlT tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DpRD;

12. Peraturan Pemerintah Nomoi- I 'rahun 20ig tentang standar
Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor
Keuangan dan Kinerja Instansi

14. Peraturan Pemer:intah Nomor
Penyusunan Peraturan Tata
Daerah;

B Tahun 2018 tentang pelaporan
Pemerintah;

12 Tahun 2018 tentang pedoman
Tertib Dewan Penvakilan Rakyat

15. Peratr.rran Pemerintah Non:or i2 Tahun zolg tentang pengelolaan
Ker-rangan Daerah; '
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok pengeroraan Ke uangan Daerah;

17' Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor S Tahun 2016
tentang organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah I(abupaten
Rembang;

18' Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor L2 Tahun zArc
tentang Anggaran pendapatan dan Berar{a Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran ZOL}.

Memperiratikan: i. Laporan Badan 
-Anggar"arr iiFRD Kabupaten Rembang pada

tanggal 25 Juni 20eCI;
2' Pe*dapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25Juni 2OZA;
3. Pembicaraan - pem.bicaraarr daram Rapat paripurna DewanPerwakilan Ralryat Daerah Kabupaten' Rembang i""g"i isJuni 2O2O.

MEUIUTUSKAI{ :

: Menyetujui Ranea*gan pera.turan Daerah Kabupaten Rembangtentang Pertanggung;'et*.'eiban pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Et rn
Anggaran zolg beserta lampiran-lampirannya untuk diletapkan
menjadi Peraturan Daerah;

: Menyerahkan proses selanjutnya sebagairnana diktum KESATU
Keputusan ini kepada Bupati Rembang;

: Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan
Badan A,nggaran untuk Citindaklanjuti;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D.itetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juni 2OZO"

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ilan Ra\yat Daerah



16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2OL6
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan A,nggaran DPRD Kabupaten Remhang pada
tanggal 25 Juni 2A2A;

2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25
Juni 202A;

3, Pembicaraan - pembicararin dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat D.aerah Kabupaten Rembang tangal 25
Juni 2O2O.

MEI\EUTUSKAI{ :
Menetapkan
KESATU Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabqpaten RembaSrg

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 201,9 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

Menyerahkan proses seiaqjutnya sebagaimana diktr.rm KESATU
Keputusan ini kepada Bupati Rembang;

Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan
Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
padatanggal 25 Juni 2424.

KEDUA

KETiGA

KEEMPAT

&
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BERITA AEARA

NOMOR: 900 jlZgZt2AZA
NOMOR:900/ lB|ZA2A

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

KABUPATEN REMBANG TAhTUN ANGGARAN 2OI9

Pada Hari ini Kamiq tanggat Du_a putah lima b.ukn Juni tahun eua Ribu DuaPuluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang yang beralamat di
jalan P. Diponegoro No g0 Rembang
selanjutnya disebut sebagai pIHAK
PHffiTAMA .

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

: Wakil Ketua Dewan Penruakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang .

2. H. MAJID KAMIL MZ

3. M. BISRI CHOLIL LAQUF

4. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO,S.E : Wakil Ketua Dewan Penruakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

5. RIDWAN,S.H. M.H. : tfl/at<il Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa:

1, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tihun Anggaran
2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;



2' pil'rAK PERTAMA akan menyarnpaikan kepada Gubernurmendapat pengesahan seram-bariamnatrry*-e ftiga ) haritangani persetujuan Bersama ini .

Demikian Fersetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua betah pihak dalamr"engkap 2 { dua ) tlntuk cup*t oii*igunakan sebagaimana mestinya.

Jawa Tengah untuk
kerja setelah ditanda

BUPATI ftE[fiBANG

Rembang, 25 Juni ZAZA

KETUA DPRD KABUPATEN
RE&TBANG

WAKIL KETUA DPRD

M. BISRI LASUF

W,EKIL KETUA DP ATEN

r EKO PRAprorto,$.E.

L KETUA DFRD KABUPATEN
REMBANG

$.Pd.tH. ABDI.IL }"IAFID,Z,




